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ABSTRACT 

Business legality is a standard that must be met by business actors. Micro, Small and 

Medium Enterprises are required to fulfill these requirements in order to compete in 

the free market era. This demand is a problem because there are not a few business 

actors who do not have business legality. Various obstacles were encountered, such as 

the lack of funds to take care of legality, the difficulty of making letters, the lack of 

knowledge and so on. This paper will describe the results of community service that 

has been carried out, namely the importance of business legality for Micro, Small and 

Medium Enterprises. The purpose of doing this service is to foster sensitivity and build 

a framework of thinking about the importance of business legality for Micro, Small 

and Medium Enterprises so that they can compete in the free market. 
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ABSTRAK 

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah dituntut untuk memenuhi persyaratan tersebut agar dapat 

bersaing di era pasar bebas.Tuntutan ini menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku 

usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala ditemui, seperti tidak 

adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya membuat surat, minimnya 

pengetahuan dan lain sebagainya. Tulisan ini akan memaparkan hasil pengabdian 

masyarakat yang telah dilakukan yaitu pentingnya legalitas usaha bagi Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk 

menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berpikir tentang pentingnya 

legalitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat bersaing di pasar 
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bebas. 

Kata Kunci : Legalitas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

PENDAHULUAN 

MEA 2015 yang dihadapi negara-negara di ASEAN, adalah alasan yang 

mengharuskan pelaku UMKM kita untuk siap. UMKM dituntut untuk mampu 

mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai 

agar dapat diterima oleh pasar secara global. Persaingan yang semakin ketat, dengan 

terbukanya pasar didalam negeri dan pasar global telah membuat pembinaan dan 

pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak agar UMKM dapat 

meningkatkan kemandirian mereka. Dengan tingkat kemandirian yang semakin 

meningkat diharapkan berimbas pula pada pendapatan masyarakat, membuka 

kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi 

masyarakat. Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat 

strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang 

diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, 

sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat 

perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu 

mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang 

diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya 

manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. 

Hal senada juga disampaikan Tim Peneliti ISEI merekomendasikan beberapa 

hal berkaitan dengan pengembangan UMKM di Indonesia, terutama untuk 

meningkatkan daya saing di pasar global, sebagai berikut:  

1) Banyaknya bantuan kepada UMKM uang tidak tepat sasaran, untuk itu 

perlu dilakukan adalah koordinasi bantuan kepada UMKM sehingga tepat 

sasaran, pendisiplinan kementerian/lembaga pemberi bantuan untuk 

melakukan inovasi dalam menyusun skema bantuan. Hal lain adalah 

bantuan pelatihan teknis produksi, keuangan, pemasaran, dan 

kewirausahaan perlu ditingkatkan kuantitas & kualitasnya. Selanjutnya 

keikutsertaan UMKM dalam promosi untuk menembus pasar internasional 

perlu ditingkatkan frekuensinya. 



 

  

2) Diperlukan insentif untuk diversifikasi produk, pengkayaan desain, dan hak 

paten untuk itu diperlukan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi 

pengembangan industri kreatif dan pengusaha pionir. Di samping itu juga 

perlu dilakukan perlindungan dan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan 

Intelektual, seperti hak merek, paten, dan lain-lain. Dalam hal inilah 

diperlukan peran pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran merek ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peran ini sebagai wujud 

keberpihakan pemerintah terhadap UMKM.  

3) Mendorong penggunaan TI untuk kegiatan usaha UMKM.  

4) Pemberian suku bunga khusus & skema pembiayaan yang lebih baik 

khususnya untuk UMKM yang menghasilkan produk yang prospek tinggi di 

pasar internasional. 

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan 

untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat 

diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan. Dengan selembar izin yang bisa selesai 

dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas 

usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses 

untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah 

kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha 

Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya 

perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang 

mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan 

hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, 

masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit 

dan memakan banyak waktu. 

PEMBAHASAN 

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM 

diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan 

Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai 

bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin 

usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang 

menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha 



 

  

atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks 

berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga 

mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati 

kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi 

secara lebih nyata di dalam peningkatannilai tambah produksi, penyediaan barang dan 

jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan 

kewirausahaan. Ditegaskan pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM 

tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: 

1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem 

pelayanan terpadu satu pintu;  

2) Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan 

memberikankeringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:  

1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 

2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. 

3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. 

4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. 

5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Pendampingan ini bisa 

berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha. 

 
Legalitas Usaha di Indonesia 

Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini 

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang 

Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan. Untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha 

ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan), yaitu: 

1) Secara Online. Jika ingin mengurus SIUP secara online, caranya adalah 

mendaftarkan diri di situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah. Contoh: 

pelayanan.jakarta.go.id. Setelah masuk dalam laman tersebut, cari 

informasi pengurusan SIUP untuk skala usaha Anda, apakah SIUP Mikro, 

SIUP Kecil, atau SIUP Menengah. 

2) Secara Offline. Jika memilih mengurus SIUP secara offline alias datang 

langsung ke lokasi/kantor pelayanan, terpadu. Pelaku usaha bisa 



 

  

mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Tingkat II di 

wilayah Kabupaten atau Kotamadya Anda. Atau, juga bisa melakukannya 

di PTSP (Pusat Terpadu Satu Pintu) apabila sudah dilengkapi unit layanan 

ini. PTSP juga terdapat di kantor Kelurahan. 

Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, kecil dan 

Menengah pemegang izin usaha, Pejabat pemberi izin dapat mencabut Usaha yang 

telah diberikan, apabila pemegang izin tidak mentaati kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun 

pelaksanaan pencabutan Izin Usaha, harus dilakukan dengan tahapan: 

1) Peringatan/teguran tertulis; 

2) Dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan 

pembekuan Izin Usaha sementara;dan/atau 

3) Apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan 

pencabutan Izin Usaha. 

 

METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penelitian normatif dan metode 

Kunjungan ke rumah produksi usaha jamur tiram. Selanjutnya dilakukan tanya jawab 

antar pemilik rumah produksi usaha jamur tiram dan wawancara serta pengamatan 

proses produksi. 

 

KESIMPULAN 

Pada Tataran Kebijakan atau regulasi diharapkan akan diberikan kemudahan 

bagi UMKM dalam kepengerusan segala bentuk jenis perizinan. Memperluas gerakan 

kewirausahaan keseluruh Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan 

tinggi, menciptakan UKM yang inovatif melalui peran inkubator Bisnis. 

Menghidupkan kembali pengembangan produk unggulan daerah melalui One 

Village One Product (OVOP), tidak hanya itu penyedian fasilitas berupa penguatan 

teknologi baik untuk produksi maupun pemasaran juga mutlak diperlukan. 

Memanfaatkan peran perwakilan luar negeri untuk mempromosikan produk UMKM 

di kawasan ASEAN. Selain itu, untuk memperkuat produk UMKM di negeri sendiri 

dapat dilakukan melalui meningkatkan kampanye cinta produk dalam negeri. Bagi 

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri perlu aktif untuk bekerjasama dan 

berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan 



 

  

seluruh program yang telah dicanangkan. Semakin siap pelaku UMKM tentu akan 

semakin matang, dan semakin kokohlah dalam menghadapi semua tantangan era pasar 

bebas 2015 yang tengah berlangsung. Agar kedepannya berjalan dengan baik, usaha 

harus memiliki izin secara legal. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan 

dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan 

mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan 

sudah dipenuhi. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 

tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan 

Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan 

legalitas usaha setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat 

sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. 
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